
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

a. Pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di pasar

bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung yakni

Pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada

pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar bambu kuning dan

Pasar bawah ramayana sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah. Kenyataan di lapangan menunjukkan Pemerintah

belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab publik dalam hal pelayanan

hukum khususnya mengenai penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar.

b. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan hukum Pemerintah

Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan

pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung meliputi Faktor internal, yakni

Faktor ini berasal dari institusi Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri baik

dari Cabang Dinas Pasar atau Dinas Pasar maupun dari Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Faktor eksternal, yakni berasal dari pedagang pasar dan pedagang kaki

lima, antara lain disiplin diri yang kurang dari pedagang pasar dan pedagang  kaki
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lima karena kurangnya pemahaman menegenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ada beberapa pedagang yang tidak

membayar retribusi. Banyaknya pedagang yang tidak tercatat dalam daftar di

Cabang Dinas Pasar.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang peneliti kemukakan dalam skripsi ini adalah:

a. Pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada

pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar bambu kuning dan

Pasar bawah ramayana sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah khususnya mengenai pelayanan hukum terhadap

penyediaan fasilitas umum di lingkungan pasar dan renovasi bangunan pasar.

b. Pemerintah harus menambah anggaran operasional, jumlah personil dalam kantor

cabang dinas, menambah sarana dan prasarana administrasi kantor, dan

sebagainya agar pelaksanaan tugas yang diemban oleh Cabang Dinas Pasar Kota

Bandar Lampung dapat berjalan secara optimal.

c. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kondisi fisik dan lingkungan pasar

terutama yang menyangkut masalah kelangsungan kegiatan ekonomi pedagang

pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar, selain itu pemerintah juga

harus memeberikan penyuluhan secara berkala agar disiplin dari pedagang pasar

dan pedagang kaki lima dan pemahaman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan baik.
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d. Mengingat penarikan retribusi pasar ditujukan untuk perlindungan dan pelayanan

hukum kepada pedagang pasar, maka pemerintah perlu memperjelas alokasi dana

APBD atas penerimaan retribusi dari sektor  pasar  untuk  penyediaan fasilitas

umum di lingkungan pasar.


